BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.682, 2015

KKP. Pengelolaan Perikanan. Kompetensi Kerja.
Standar.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PERMEN-KP/2015
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PENGELOLAAN PERIKANAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan
di Indonesia melalui pengelolaan perikanan dengan
pendekatan ekosistem memerlukan standar
kompetensi kerja khusus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar
Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan
dengan Pendekatan Ekosistem;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
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10.

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4779);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara,
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 189);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet
Kerja 2014-2019;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor
18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 503);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN
EKOSISTEM.

Pasal 1
Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan Dengan
Pendekatan Ekosistem dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan
dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kerja
pada bidang pengelolaan perikanan.

Pasal 2
Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan Dengan
Pendekatan Ekosistem sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan Dengan
Pendekatan Ekosistem berlaku untuk pengelolaan perikanan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2015

MENTERI KELAUTAN DAN

PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PERMEN-KP/2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PENGELOLAAN PERIKANAN
DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan syarat mutlak untuk
melakukan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Secara
formal, pihak Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) memiliki mekanisme
dalam pengembangan sumber daya manusia. Formalitas dalam bentuk
Peraturan Menteri ini merupakan mekanisme yang akan mengatur standar
kemampuan SDM yang melakukan pekerjaan pada bidang kelautan perikanan.

Salah satu bidang dalam pengelolaan kelautan perikanan yang membutuhkan
kompetensi khusus dalam implementasinya adalah pengelolaan perikanan
dengan pendekatan ekosistem Ecosystem Approach to Fisheries Management).
Kebutuhan SDM bidang ini disebabkan oleh perubahan paradigma pengelolaan
perikanan yang meletakkan pada pendekatan parsial misalnya untuk
mencapai tujuan ekologi atau tujuan ekonomi saja. Hal ini tidak relevan lagi
dan tidak dapat digunakan lagi. Salah satu pendekatan yang saat ini
dipandang penting adalah pendekatan ekosistem di mana tujuan perikanan
dicapai dengan melihat perikanan sebagai sebuah kesatuan sosial ekologis, di
mana ekosistem perairan dengan segenap komponennya menjadi perhatian
utama tanpa mengurangi perhatian terhadap pencapaian tujuan sosial
ekonomi.

Menurut FAO (2003), pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem
(Ecosystem Approach to Fisheries Management) merupakan suatu pendekatan
yang berusaha untuk menyeimbangkan tujuan sosial yang beragam, dengan
memperhatikan pengetahuan dan ketidakpastian yang terdapat pada
sumberdaya biotik, abiotik dan manusia sebagai komponen ekosistem dan
interaksi mereka dan menerapkan pendekatan yang terintegrasi untuk
perikanan di dalam batas-batas ekologis yang berarti. Implementasi
pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di Indonesia
menggunakan pendekatan indikator yang digunakan sebagai alat monitoring
dan evaluasi mengenai sejauh mana pengelolaan perikanan sudah
menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem.

Pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban seperti yang telah
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan kembali pada  perbaikannya,
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Secara alamiah, pengelolaan sistem
perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan
satu sama lain yaitu: (1) dimensi sumberdaya perikanan dan ekosistemnya; (2)
dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial
ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri.

Dalam ...
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